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ΥENTANG

PEMBtNTUKAN ORCANlSASI DAN TATA KERJA

UNI PELAKSANA TEKNIS DINAS SMA NECERI PLANDAAN

麟 ●uPATENコOMBANG

BuPAn】 OMBANC

bahwa ptta 13 Perda Nomor 30 Tahun 2004 teltang susunan

OrOanisaj dan Tata Kela Din6 Pendidilan   Kabupaten ]。 mban9

men‐pkan bahwa untuk menunlang pe● k9naan kewenan9an wab

Kabupaten dan tugas Pemer ntah′  pelayanan umum dan ke、″enangan

いin daPat d:bentuk Uo■ Pe屹bna retnis Dnas′

Bahwa  pend政子ibusian  tugas  dan  tan99ung  ,aWab  dibdang

pendidl場n  dalam   「angtt  menselaЮ s●n  dengan  tugas  Dinas

pendldikan′  dipandang perlu membent」 k Unt Pelaksana Teknis Dinas

SmA llege"plandaan Tbagaに mutta tersendi● Yan9■■ndi“

bahwa umk melabnakan maksud menimbanO hurlr a dan b′

dipandang  perlu  untuk menetapkan pembentukan  Oっ anisasi den

Teta Kela untt Pelaksana  eknis Dln35 SMA Nege● PlOndaan dalam

s“tu Kepl● san 3upa0

C

b

Mengingat l  l   undang― Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan

Nas ona(Lembaran Negara R I Tahun 198,Nomor 6 Ъ mbahan

“

mbdran negara R I Nomor 3390)i



2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentAng Pemerintahan

Daerah (Lembaran Neqara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) i
3

4
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6

8
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,

undang-undang Nomo. 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbang€n

Keuang6n antara Pemenntah Pus.t dan oaerah (Iembaran NegaE

Tahon 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neqara Nomor4438);

Undano ' undanq Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peratu... Peru.dang-undangan ( Lembaran Neqara Republik

hdon€sia Tahun 2004 Nomor s3, Tambahan Lembaran Neqar. RL

Nomor 4389 );
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentaoq Kewenangan

Pemerintah dan Kew€nangan Propinsi sebaqai Daeran Otonom ;

P€raturan P€merintah Nomor 8 Tahon 2003 tentang Pedoman Orya

nisasi Perangkat Daerah ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 ten

tang Teknis tEnyusrnan Perdturan Perundang-undangan dan B€ntuk
Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Kepdusan Presiden ;

Peratu€n Dderah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahon 2004 tentang
Susunan Organisasi dafl T.ta (erla Dinas Pendidatan Kabupaten

lombdng ;

Keputusan Bupati lombang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kewe-

nangan, Penjabaran Tuqas Pokok dan Funqsi labatan shuktural

Dinas Pendidikan Kabupaten lombang.

КEpuTuSAN

ORGANISASI

DINAS SMA

MEM UTuSKAN

BUPA口  ,OMBANG

DAN TATA KERJA

NEG[RI PLANDAAN

T[NTANC PCMBFNTUKAN

UNII PELAKSANA TEК NIS

KABUPATEN〕 OMBANG



BAB I
(ETE TUAI{ UMUM

Paaal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1- Kepala Daerah .d.lah Bupali lombang ;

2. Dan6 Pendidikan adalah Din6 Pendidatan &bupat€n .lomb.ng ;

3. Kepala Dinas, adalah K€pala Dinas Pendldikan Kabupaten lombaigi

4. Unit Pelaksana Teknls oinas yang selanjutnya disebut dengan

sebutan " UPTD ", adalah Unit O.qaniFi dilingkunqan Dinas

Pendidikan Kahrpaten lombang ;

5. Unit Pelaksana Teknls Dinas , adalah Unsur Pelaksana Operaslonal

Oinas;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinar adalah Unit Pelaksana Tetnb Dan6

SMA Negeri Plandaan Kabupaten Jombang yang dlslngkat UPTD SlvlA

Negerl Plandaan Kabupaten lombang ;

7. (epala Unit Pelaksana Teknis Dlnas , adalah Kepala UPID S{vA

Negeri Plandaan (abupat€n .lo.nbaog i
8. Tugas Ope6sional Unit Pelaksana Teknis Dinas St4A Neqe Plandaan

Kabupaten lombang adalah Kegiatan teknis yang secara Langsung

befiubungan dengan Pendidikan di masyarakat;

9. Kelompok labatan Fungsiondl adalah F,ara pejabat tungsionat guru

dan atau fungsionai lainnya,

BAB !I
PEMBENTUT(AI{ I'NTT PETAKSiANAIE(NIS DINAS

pasat 2

(1) Dengan Keprtusan Bupati ini, dibentuk Unit petaksana Teknis

Dinas sMA Negeri Plandaan Kabupaten tombang,



(2) Unit Pelaksana Teknls Dinas Sl4A Negeri Plandaan dibentuk b€r

dasartan potensi, lG.aftensbk, beban kerja.

(3) UPTD SMA Neqe Planddan d Banqsn Plandaan.

BAB III
KCDUDUXAI{, TUGAS FOTOI( OAX F('I{GSI

Bagian P€rtama

KEDUDUXAN

pa$I3

(1) Unit Pelaksana T€knis Oinas Sl"lA Negeri Plandaan berkedudukan

sebagai unsur pelaksana operasional Dinas P€ndidikan Kabupat€n

Jombang di bidang pendiditan Men€ngah Atas;
(2) Unit Pelakena Telois Un6 Sl'iA Negen Plandaan dipimpin oleh

seorang Kepala UPTD yang berada dl bawah dan bertanggunq jaw.b

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten .lombang,

Aagian (edua

TUGAS P,OKO( DAN FUI{GSI
past4

unit Pelalsana Teknis Dlnas sMA Negeri plaodaan mempunyai tugas

meaksanakan sebaqian tugas Dinas Pendidikan dibidanq pendidikan StylA

yang meliplti tugas mendidiki memimpln, mengetota administrasi dan

paet 5

Oalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasat 4 Keputusan

ini, UPTD SMA Neqsi Plandaan rempunyd tunqsi :

1. Menyusun rencana dan proqram sekotah ;

2. Menyelenggarakan dan membina proses betajar mengajar;



3, Menyelengqarakan administrasi pembelajaran i

4. Membina dan melaksanakln administrasi di bidang ketatausahaan,

kepeqawaian dan keuangan ;

5. Melakanakan pengawasan dan pengendalian proses belajar mengajar

dan bidang administEsi i

6. lvtenyediakan saEna p.asa.ana pendidikan sesuai dengan standad

perayanan minim.l pendidjt€n ;

7. Memblna dan mengendalikan bidang kesiswaan ;

8. Melaks nak.n hubungan kerjasama dengan masyarakat / stateholder

pendidikan i

9. l,lelatsanakan tug6 tugas hin yanq dlbedkan oleh Kepala Oinas

BAA W

ORGAIIISASI

Pasrl 6

(1) Susunan Organisasi Untt Pelaksana Teknas Dina6 SltA Neg€ri Plandaan

a. Kepala UPTD SlrlA Negeri Plandaan.

b. Kepala Tata Usaha Sl{A Negen Ptandaan .

c. Kelompok Jabatan E!.ggonal.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis oinas SMA Neqen ptandaan adalah

J.batan Struhural Es€lon lv.a.
(3) Kepala Tata Usaha SMA Negeri Plandaan adatah labatan Strukturat

(4) Kepala Unit Peratsana Teknis Unas StttA Neqeri plandaan Kabuparen

lombang, dlbantu beberapa staf s€suai keburuhan.



BAB V

PENGANG(ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM ]ABATAN

PaslT
(1) Kepala UPID dan Kepala Tata Us,aha Sl4A Negeri P andaan Kabupaten

Jombang dianqkat dan dibe entikan oleh Bupati setelah mendapat

usLrlan dari (epala Dinas Pendidikan Kabupaten lombang ;

(2) Star pada Unlt Pelaksana Teknis Dlnas sMA Negeri Plandaan

Kabupaten lombanq, diangkat dan diberhentikan oleh KepaLa

Dinas atas usul Kepala Unil Pelaksana Teknis Oinas SMA Negeri

Piandaan Kabupaten lombanq,

(3) Keompok Jabatan Fungsonal diangkat dan dib€rhentikan denqan

peraturan perundang{ndangan yang be aku.

Pasal a
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SMA Neseri Piandaan Kabupaten

lombanq drlabat oleh Pejabat FungsionalGuru,

(2) Kepala Unit Peaksana Teknis Dinas SI\4A Neseri Plandaan Kabupaten

lombang mer'rpakan labatan SbxktuEl yang tidak boleh dirangkap

oleh pemegang Jabatan fungsional dan atau pemeganq jabatan

struKura lainnya ;

(3) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala

UfiD dapat mengusuikan salah satu staf dan atau ienaga tungsional

quru untuk mewakilinya.

BAB VI

KELOMPOl( JABATAI\I FUNGSIONAL
pasat 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dltetapkai berdasarkan sifai, jenh dan

jeniffg jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesual

ddngan Peraturan perundang-undangan yang berlrku ;



(2) Kelompok labatan Funqsional mernpunyai tugas meLaksanakan

sebagian fungsi UPTD sesual bidanq keahlian dan kebutuhan, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAA VII
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakar tugasnya, Kepala UPTD sMA Neseri Plandaan

melaksanakan kebSakan yanq ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidlk-

an Kabupaten Jombanq ;
(2) Dalam melaksanakan tuqasnya Kepala UPTD S[1A Negen Plandaan

wajib menerapkan pinsip koo.dinasi/ integasi dai slnkron sasi baik

secara vertikal maupun hoisontal ;

(3) Dalam melaksanakan nrgasnya pard pemeganq jabatan wajib

mem mpin, mengkoordinasikan/ memberikan bimbingan dan petunjuk

serta penqawasan terhadap bawahan ;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya para pem€ga.g jabatan bertanggunq

jawab dan wajib menyampaikan laporaf, kepada atasannya masing

masinq sesuai dengan bidang-bidang tugasnya;

(5) Pembinaan teknis daf tungsioral diakukan oteh Kepata Dinas

P€ndidikan KabupatenJombanq.

BAB Vlll

KETENTUAN PENuTUP

Pasai l■

(1) Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, rnaka segata ketentuan yang

bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak



(2) Halhal laln yang belum diatur datam Kepows.n ini epanjang

menqenai t€knis pelaksoaannya akan diatur lebih lanlut d€ngan

Keoutusan KeDala Oinas t'endidikan (abupate. lombang.

Pasal 12

Keputlsan lni mulai berlaku pada tangqaldiundangkan i

A0ar setiap ocns mengetahuinya, m€merimankan pe.gundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di]ombang

Pada●■99a[〕 1 ]anuari 2005

BUPA口  ,OMBANG′

●undangkan di〕 ombang

p“a tangoa1 34 -01 - 2005

plヽ  SEК RETARIS ●AERAH KABuPATEN

MBANG

-:.IBA&AN DAERAI-I KABUPATEN ]OMBANG IAHUN 2OO5 NOMOR : ]73 / ,

OSフ 929
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